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ABSTRAK 

 Kredit Pemilikan Rumah (KPR) biasanya dipegang oleh bank. Namun dalam prakteknya sering 
terjadi masalah KPR, salah satunya adalah kredit macet. Pemecahan yang sering dilakukan oleh bank 
selaku kreditur adalah dengan mengalihkan piutang (cessie) kepada obyek hak tanggungan. Penelitian 
ini menggunakan metode penelitian normatif. Penelitian ini membahas tentang perjanjian kredit 
pemilikan rumah dalam pengalihan cessie piutang dan akibat hukum tidak diberikannya cessie kepada 
debitur. oHasil  oanalisis  omenunjukkan  obahwa  oproses  opengalihan  opiutang  ooleh  opihak  
opertama  okepada  opihak  oketiga  odalam  opembuatan  oakta  ocessie,  obaik  oyang  ootentik  
omaupun  odi  obawah  otangan,  omemerlukan  opemberitahuan  okepada  odebitur  oatau  osecara  
otertulis  ountuk  odisetujui  odan  odiketahui  ooleh  odebitur  osebagaimana  odiuraikan  odalam   
Pasal 613 KUH Perdata dan akibat hukum pengalihan piutang dari kreditur lama kepada kreditur baru. 
Kata Kunci: Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Piutang, Debitur 
 

ABSTRACT 
 Home Ownership Loans (HOL) are usually held by banks. However, in practice mortgage 
problems often occur, one of which is bad credit. The solution that is often carried out by banks as 
creditors is to transfer the receivables (cessie) to the object of mortgage rights. This study uses 
normative research methods. This study discusses the home ownership credit agreement in 
transferring cessie receivables and the legal consequences of not granting a cessie to the debtor. The 
results of the analysis show that the process of transferring receivables by the first party to a third 
party in making a cessie deed, whether authentic or private, requires notification to the debtor or in 
writing to be approved and known by the debtor as described in Article 613 of the Civil Code and the 
legal consequences of the transfer receivables from old creditors to new creditors. 
Keywords:  Home Ownership Loans (HOL), Cesie, Debtor 
 

PENDAHULUAN 

Kebutuhan akan tempat tinggal semakin meningkat dari tahun ke tahun, karena 

rumah merupakan kebutuhan pokok manusia, namun daya beli masyarakat tidak selalu tinggi. 

KPR adalah jalur kredit yang ditawarkan bank sebagai pemberi pinjaman kepada konsumen 

(pembeli) seperti debitur yang biasa membeli tanah dan apartemen. Dalam pemberian 

fasilitas kredit tersebut diperlukan agunan atau jaminan. Tingginya permintaan KPR membuka 

peluang bisnis tersendiri bagi perbankan dan tentunya menarik. Karena itu, banyak bank yang 

berlomba menawarkan fasilitas KPR kepada masyarakat. 

Perbuatan  ohukum  omemberi  odan  omengambil  opinjaman  oantara  obank  

o(pemberi  opinjaman)  odan  opengusaha  o(debitur)  oditetapkan  odalam  operjanjian  

oyang  odisebut  okontrak  okredit.  oFungsi  odari  operjanjian  okredit  oitu  osendiri  oadalah  
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operjanjian  opokok,  oartinya  operjanjian  okredit  omenentukan  oberakhir  oatau  otidaknya  

operjanjian-perjanjian  olain  oselanjutnya.  oSelain  oitu,  omerupakan  obukti  opembatasan  

ohak  odan  okewajiban  okedua  obelah  opihak  odan  omerupakan  opengelola  obank  

odalam  operencanaan,  opelaksanaan,  openyelenggaraan  odan  opengendalian  opemberian  

okredit. 

Ada  odua  ojenis  operjanjian  okredit,  oyang  odapat  odibuat  odalam  oakta  ootentik  

odan  oakta  odi  obawah  otangan.  oPeran  oakta  ootentik  odalam  omemperoleh  okredit  

odari  obank  osangat  openting  okarena  omemiliki  onilai  opembuktian  openuh  odalam  

ohal  onilai  oyang  odapat  odibuktikan  osecara  ohukum  oyang  otidak  odimiliki  ooleh  

oakta  obawah  otangan.  oAkta  odibawah  otangan,  odi  osisi  olain  omemiliki  okelemahan  

obahwa  opihak  openandatangan  odapat  odengan  omudah  omengingkari  okeaslian  

otanda  otangan  oatau  otidak  omengakui  oadanya  operbuatan  ohukum  oatas  oakta  odi  

obawah  otangan  otersebut. 

Notaris menyatakan berdasarkan pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2014 tentang Notaris bahwa Notaris adalah pejabat yang berwenang membuat akta dan 

kewenangan lain yang disebutkan dalam undang-undang ini. “Notaris  oialah  opejabat  

oumum  oyang  omemiliki  owewenang  ountuk  omembuat  oakta  ootentik  oyang  oberisi  

omengenai  osemua  operbuatan,  operjanjian  odan  openetapan  oyang  odiharuskan  ooleh  

oyang  oberkepentingan  odihendaki  ountuk  odirumuskan  oke  odalam  oakta  ootentik,  

omenjamin  okepastian  otanggalnya,  omemberikan  ogrosse,  omenyimpan  oaktanya,  

osalinan  odan  okutipannya,  oselama  oakta  oitu  ooleh  osuatu  operaturan  oumum  otidak  

ojuga  oditugaskan  okepada  opejabat  oatau  oorang  olain. 

Perjanjian  oKPR  oyang  odibuat  ooleh  operbankan  ountuk  onasabahnya  o(debitur)  

otelah  omembuat  obank  osebagai  okreditur  omemiliki  oposisi  oyang  olebih  

omenguntungkan,  odikarenakan  oklausul-klausul  oyang  odibuat  odalam  operjanjian  

obukan  omerupakan  odiskusi  opara  opihak  odalam  omenentukan  ohak  odan  

okewajibannya.  oKlausul  oseperti  osuku  obunga,  osistem  operhitungan  obunga,  

opembayaran  okembali  okredit,  odenda  otunggakan,  opembayaran  oekstra,  opercepatan  

opelunasan,  openguasaan  omaupun  openjualan  o(eksekusi)  obarang  oagunan  odan  ohal  

olainnya  oditentukan  ooleh  opihak  operbankan.  oBiasanya  opiutang  oyang  odimiliki  

odijual  oke  opihak  oketiga  odengan  oharga  oyang  osangat  ojauh  odi  obawah  onominal  
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opinjaman.  oPengalihan  oitu  oterjadi  oatas  odasar  osuatu  otransaksi  operdata,  odalam  

ohal  oini  operjanjian  ojual  obeli,  oyang  odibuat  ooleh  okreditur  olama  odengan  ocalon  

okreditur  obaru.  oSalah  osatu  obentuk  openyelesaian  omasalah  okredit  oadalah  

openyelesaian  outang  odengan  ometode  oCessie. 

Kategori pembagian piutang di Indonesia diatur dalam Pasal 613 KUH Perdata. Namun 

demikian, pengertian proses dalam peraturan perundang-undangan tersebut tidak 

disebutkan dan/atau dijelaskan secara langsung dan jelas. Pasal 613 KUH Perdata 

menyatakan: “Penyerahan piutang-piutang atas nama dan barang lain yang tidak berwujud 

fisik, dengan menunjukkan surat otentik atau dengan tulisan tangan pengalihan hak atas 

barang tersebut kepada orang lain. Pengalihan itu tidak mempunyai akibat bagi debitur 

sampai ia diberitahukan tentang pengalihan itu atau sampai ia menerima atau mengakuinya 

secara tertulis. Dalam hal obligasi, penyerahan perjanjian itu harus dengan penyerahan, 

penyerahan setiap surat utang yang timbul dari penyerahan itu harus dilakukan dengan 

penyerahan bersama-sama dengan pengesahan surat itu”. 

Apabila  opengalihan  opiutang  oini  odilakukan  osebagai  oupaya  openyelesaian  

okredit  oakibat  odebitur  omasuk  odalam  okategori  okredit  omacet  o(wanprestasi)  ooleh  

operbankan  okepada  opihak  oketiga  oyang  omerupakan  oSubjek  oHukum  oOrang  o-  

oPerseorangan,  omemiliki  okelemahan  otersendiri  oyakni  oterdapat  oketerbatasan  oilmu  

opengetahuan  oserta  oketentuan  ohukum  omengenai  oPerkreditan,  odan  ojuga  oapabila  

ohutang  otersebut  omacet  odalam  opembayarannya  okepada  okreditur  oawal  o(cedent)  

omaka  obegitu  ojuga  oyang  oakan  oterjadi  okepada  o(kreditur  obaru)  okecuali  omemiliki  

ofaktor  oekonomis  o(keuntungan)  otersendiri  obagi  okreditur  obaru  oyang  otelah  

odiperjanjian.  oKemudian  oyang  oacap  okali  oterjadi  odalam  ojual  obeli  opiutang  osecara  

ocessie,  opihak  oketiga  oselaku  opembeli  opiutang  o(cessionaris)  oingin  omenguasai  

oatau  omemiliki  oasset  oyang  omenjadi  ojaminan  ohutang  odebitur,  osedangkan  

osebagaimana  odiketahui  obahwa  osistem  ohukum  odi  oindonesia  omengenal  oadanya  

olarangan  omilik  obeding.  o 

Milik  obeding  omaksudnya  oadalah  omemiliki  osecara  olangsung  obarang  

ojaminan  oatas  outang.  oLarangan  omilik  obeding  oberarti  oadanya  olarangan  oterhadap  

osuatu  opihak  o(kreditur)  okarena  otidak  odapat  oatau  otidak  oberwenang  ountuk  

omemiliki  obenda  ojaminan  oseseorang  o(debitur)  osecara  ootomatis. 
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Pasal 1154 KUHPerdata mengatur bahwa: “Dalam hal debitur atau pemberi gadai 

tidak memenuhi kewajiban-kewajiban, kreditur tidak diperkenankan mengalihkan barang 

yang digadaikan itu menjadi miliknya. Segala persyaratan perjanjian yang bertentangan 

dengan ketentuan ini adalah batal” 

Hak  opiutang  odinyatakan  osudah  omengalami  operpindahan  osewaktu  oakta  

ocessie  otersebut  odibuat  odan  odi  otandatangani.  oPiutang  oyang  odialihkan  oini  

oadalah  osisa  opiutang  oterdapat  odalam  operjanjian  odari  okredit  otersebut  opada  

osaat  openandatanganan  oakta  ocessie  otersebut  osecara  ootentik  odi  ohadapan  

opejabat  onotaris.  oBerdasarkan  ouraian  odiatas  obanyak  odari  opihak  oyang  omembeli  

ocessie  oini  oyang  otidak  omengetahui  operalihan  otersebut  osecara  ootentik  oataupun  

osebaliknya  odebitur  otidak  omengetahui  oyang  onamanya  ocessie  osehingga.  oOrang  

oawam  ohanya  omelihat  operalihan  opiutang  oini  osudah  odibeli  ooleh  opihak  oketiga  

otanpa  osepengetahuan  odebitur.  oOleh  osebab  oitu,  oakta  ocessie  oyang  odibuat  ooleh  

onotaris  odapat  odipertanyakan  oyang  oberkenan  odengan  okesempurnaan  odan  ojuga  

okeutuhannya  odalam  omemberi  osuatu  okepastian  ohukum  ountuk  opihak  oyang  

omembeli  ocessie  odihubungkan  odengan  oseluruh  ojaminan  oHak  oTanggungan.  

oSelanjutnya  obagaimana  okedudukan  operjanjian  okredit  okepemilikan  orumah  odalam  

opengalihan  opiutang  ocessie,  oserta  oakibat  ohukum  ocessie  oyang  otidak  odiberikan  

okepada  odebitur. 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini menggunakan jenis penelitian normatif, 

yang mengedepankan norma atau kaidah hukum dikaji sebagai suatu sistem konstruksi 

sehubungan dengan suatu peristiwa hukum. oMetode  openelitian  oini  omenggunakan  

opendekatan  ohukum  o(legal  oapproach),  opendekatan  oberbasis  okasus  o(Case  

oApproach)  odan  opendekatan  okonseptual  o(conceptual  oapproach).  oPendekatan  

ohukum  odapat  odiartikan  osebagai  opendekatan  oyang  omengkaji  osemua  operaturan  

operundang-undangan  oyang  oberkaitan  odengan  omasalah  ohukum  oyang  osedang  

odibahas. Namun, ada pendekatan kasus perkasus yang melihat kasus tertunda yang telah 

menjadi keputusan pengadilan yang mengikat secara permanen. Dengan metode induktif 

dapat menjelaskan atau menyelesaikan persoalan hukum dengan dimulai dari perumusan 
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fakta hukum terlebih dahulu, kemudian mengaitkannya dengan asas-asas hukum yang 

terkandung dalam undang-undang. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Perjanjian Kredit Kepemilikan Rumah Dalam Pengalihan Piutang Cessie  

Dasar  opengalihan  opiutang  o(cessie)  odi  operbankan  okepada  opihak  oketiga  

osangat  oerat  okaitannya  odengan  operjanjian  oantara  odebitur  odengan  okreditur  

o(bank)  oatas  osuatu  obarang  oatau  obarang  obergerak  oatau  otidak  obergerak.  

oPembahasan  oini  omengenai  okesepakatan-kesepakatan  oseputar  operjanjian  

opinjaman.  oPerjanjian  opinjam  omeminjam  oadalah  okesepakatan  obersama  oantara  

odebitur  odan  okreditur  o(dalam  ohal  oini  obank)  oyang  omenetapkan  osuatu  operikatan  

odimana  odebitur  oberkewajiban  ountuk  omengembalikan  opinjaman  oyang  otelah  

odilakukan  ooleh  okreditur  oatau  omenyetorkan  osebagian  ouangnya  odalam  obentuk  

ouang  okepada  oBank  osesuai  odengan  osyarat-syarat  oyang  odisepakati  opara  opihak.  

o  o 

Pembuatan  osuatu  operjanjian  okredit  odapat  odigolongkan  omenjadi:  o 

1. Perjanjian  oPinjaman  odi  oBawah  oTangan,  oyaitu  operjanjian  opinjaman  oyang  

odibuat  ooleh  opara  opihak  odalam  operjanjian  opinjaman  otanpa  opejabat  oyang  

oberwenang/Notaris.  oPerjanjian  oKredit  oDi  obawah  otangan  oini  oterdiri  odari:  

o 

a. Perjanjian  oKredit  oDi  obawah  otangan  obiasa; 

b. Perjanjian  oKredit  oDi  obawah  otangan  oyang  odicatatkan  odi  oKantor  

oNotaris  o(Waar  omerking); 

c. Perjanjian  oKredit  oditandatangani  odi  odepan  onotaris,  otetapi  oitu  obukan  

oakta  onotaris  o(legalisasi). 

2. Notaris  operjanjian  opinjaman,  oyaitu  operjanjian  oyang  odibuat  odan  

oditandatangani  ooleh  opara  opihak  odi  ohadapan  onotaris.  oAkta  onotaris  

oadalah  oakta  ootentik  o(yang  odibuat  ooleh  opejabat  oyang  oberwenang/notaris  

odan  osebelumnya).  oIsi  operjanjian  okredit  odapat  odibagi  omenjadi  odua  o(dua)  

obagian,  oyaitu  o:  o 
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a. Klausula  oHukum  o(Legal  oClauses)  oadalah  oklausula  oyang  omemuat  

oketentuan  ohukum  oyang  oberlaku  oumum  ountuk  opemberian  ofasilitas  

okredit.  oBagian  oini  omencakup,  onamun  otidak  oterbatas  opada,  

oklausul  operlindungan  obank,  odebit  orekening,  osyarat  opreseden,  

opernyataan  odan  ojaminan,  okontrak,  odan  olainnya. 

b. Klausula  oKomersial  o(Commercial  oClauses)  oadalah  oklausula  oyang  

oberkaitan  odengan  oaspek  okomersial  opemberian  okredit,  oseperti  ojenis  

operjanjian  opinjaman,  ojumlah  operjanjian  opinjaman,  ojangka  owaktu  

opinjaman,  ojangka  owaktu  opembayaran  oatau  ojumlah  oangsuran,  

odenda  odan  ojangka  owaktu  obunga,  oasuransi  odan  olain  o-  olain.  

oDalam  oprakteknya,  obentuk  odan  omateri  oakad  omerupakan  odokumen  

oyang  odisetujui  o(disusun  ooleh  opejabat  oyang  oberwenang/notaris). 

Dalam prakteknya, bentuk dan isi akad kredit tidak selalu sama, tergantung dari jenis 

perjanjian yang ditawarkan. Persyaratan batas kredit biasanya ditentukan sebagai berikut: 

1. Jenis, jumlah, dan jangka waktu fasilitas. 

2. Pertukaran mata uang pinjaman (klausa ini terutama digunakan untuk pinjaman yang 

tidak dalam mata uang rupiah). 

3. Pembayaran fasilitas kredit, periode pembayaran, metode pembayaran, sertifikat 

pembayaran. 

4. Bukti kesalahan, misalnya dalam bentuk Promes/CAR/atau PK. 

5. Cara membayar kembali (dengan cicilan atau langsung) 

6. Pelunasan lebih cepat/lebih awal (opsional atau wajib) 

7. sebuah bunga. 

8. Biaya dan Komisi 

9. Keterlambatan bunga (bila terjadi keterlambatan pembayaran). 

10. Accounting (tempat bank mendaftarkan pinjaman).  

Dalam proses pelaksanaan kredit, berdasarkan suatu perjanjian yang telah dibuat 

bersama antara kreditur dan debitur, sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam 

Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata yaitu sahnya suatu perjanjian para pihak harus memenuhi 

syarat-syarat sebagai berikut: “Barangsiapa mengikatkan diri dan objek perjanjian harus 

menyepakati isi pokok perjanjian. Akseptasi artinya apa yang diinginkan oleh satu pihak 
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adalah apa yang diinginkan oleh pihak yang lain”. 

Selanjutnya  osyarat-syarat  openting  odari  operjanjian  otersebut  oadalah:  

oKesanggupan  opara  opihak  ountuk  omengadakan  operjanjian  ountuk  omenuntut  ojika  

operbuatan  oitu  omempunyai  oakibat  ohukum  obagi  oorang  odewasa  oyang  osehat  

ojasmani  odan  orohani  odianggap  ocakap.  oAda  okemampuan  oatau  ojanji  ountuk  

omembayar  ohutang.  oSebagai  odebitur,  osemua  okewajiban  okontraktual  oharus  

odilakukan  oatau  odilakukan  osedemikian  orupa  osehingga  otidak  oterjadi  operbuatan  

omelawan  ohukum.  oApabila  odebitur  oingkar  ojanji  o(wanprestasi),  omaka  okreditur  

oakan  omengambil  otindakan  ohukum  ountuk  omencegah  oterjadinya  okredit  omacet,  

oatau  oketerlambatan  openyetoran  okewajiban  ooleh  odebitur.  oPerjanjian  opinjaman  

obank  oadalah  operjanjian  oyang  odidasarkan  opada  okesepakatan  oatau  okesepahaman  

oantara  obank  odengan  ocalon  odebiturnya  oberdasarkan  okebebasan  oberkontrak. 

Dalam  opraktik  operbankan,  operjanjian  opinjaman  ountuk  omengamankan  

opinjaman  obiasanya  odibuat  osecara  otertulis  odan  osebagai  operjanjian  obaku  

o(standard  oagreements).  oFungsi  odari  operjanjian  opinjaman  oitu  osendiri  omerupakan  

oakad  outama,  oartinya  operjanjian  opinjaman  otersebut  omemutuskan  obatal  oatau  

otidaknya  oakad-akad  olain  oyang  omengikutinya.  oSelain  oitu,  osebagai  obukti  

opembatasan  ohak  odan  okewajiban  okedua  obelah  opihak  oserta  omenjadi  opedoman  

obagi  obank  odalam  operencanaan,  opelaksanaan,  openyelenggaraan  odan  opengawasan  

opemberian  okredit.  oApabila  opiutang  ousaha  obermasalah  odimana  odebitur  oingkar  

ojanji,  omaka  obank  omengalihkan  opiutang  o(cessie)  okepada  opihak  oketiga  osetelah  

opiutang  otersebut  odiproses.  

Dengan  odemikian  opengalihan  opiutang  o(cessie)  okepada  opihak  oketiga  

omenurut  oKUH  oPerdata  osebagaimana  odiketahui  obahwa  ocessie  oadalah  osuatu  

ocara  opengalihan  opiutang  oatau  otagihan,  odan  ohak  oyang  otimbul  odari  osuatu  

operjanjian  odalam  obentuk  oakta  ootentik  oatau  odibawah  otangan  odapat  odialihkan  

okepada  opihak  olain.  oSehingga  opengalihan  ohak  odari  okontrak  oatau  opiutang  oatau  

oyang  osering  odisebut  odengan  oistilah  ocessie  odiatur  odan  odibenarkan oleh KUH 

Perdata dan diatur dalam Pasal 613 KUH Perdata. Akan tetapi, hak yang timbul dari perbuatan 

melawan hukum orang lain tidak dapat dialihkan, karena bertentangan dengan ketertiban 

umum. Agar pengalihan dapat berlaku, pengalihan tersebut harus diberitahukan kepada 
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Cessus (atas nama debitur). Dalam bentuk model bank, penugasan tersebut dicantumkan 

sebagai jaminan bersama dengan beberapa jaminan lainnya (gadai, dan hak tanggungan). 

Dalam hubungan dengan pengalihan dan hak yang terbit dari suatu kontrak, Pasal 613 

KUH Perdata menentukan bahwa: “Penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan 

kebendaan tidak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik 

atau di bawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang 

lain”. Pengalihan itu tidak ada pengaruhnya terhadap debitur kecuali setelah pengalihan itu 

diberitahukan kepadanya atau diterima dan diterima secara tertulis. Pengalihan apa pun 

berdasarkan bukti pengiriman akan dilakukan dengan layanan surat tersebut; setiap surat 

tercatat yang diterima disampaikan dengan mengirimkan surat  dengan konfirmasi. Karena 

diatur dalam KUH Perdata, maka lembaga cessie secara hukum termasuk dalam wilayah kerja 

hukum real estate. Hal ini masuk akal karena cessie adalah  cara pengalihan hak yaitu klaim. 

Akan tetapi, karena suatu saat kredit  berpindah, kreditur dengan sendirinya berganti dari 

kreditur lama menjadi kreditur baru, dalam hal itu penugasan yang berkaitan dengan 

pergantian kreditur juga ada dalam hukum perjanjian, sehingga diatur pula dalam hukum KUH 

Perdata. 

Sebagaimana  odicatat  ooleh  opakar  ohukum  oBelanda,  oScholten,  otugas  oini  

odapat  odilihat  odari  o2  o(dua)  osudut  opandang  osebagai  oberikut:  o1.  oSebagai  

olembaga  ohukum  okewajiban,  oyaitu  osebagai  opengganti  okreditur  o(perjanjian  oantar  

okreditur)  odan  o2.  oSebagai  obagian  odari  ohak  oyang  onyata,  oyaitu  osebagai  

okemungkinan  ountuk  oberpindahnya  ohak  omilik.  oPadahal,  oharus  odibedakan  oantara  

ocessie  o(penugasan  otagihan)  odan  onovation  o(pembaruan  outang),  odelegasi  

o(pengalihan  okewajiban  odebitur),  osubrogasi  o(pembayaran  ooleh  opihak  oketiga)  odan  

obeneficiary  o(perjanjian  odengan  opihak  oketiga). 

2. Akibat Hukum Cessie Yang Tidak Diberikan Kepada Debitur 

Akibat  ohukum  oPembeli  oPiutang  oCessor  odari  otiga  ojenis  ohubungan  ohukum  

oselama  oproses  otransaksi  oCessie,  oyaitu  osebagai  oberikut: 

a. Hubungan  outang  olama  oantara  okreditur  olama  odan  odebitur  olama. 

b. Rasio  opengalihan  otagihan  oantara  okreditur  olama  odan  okreditur  obaru. 

c. Rasio  outang  obaru  oantara  okreditur  obaru  odan  odebitur.  

Dalam  operjanjian  oCessie,  openyerahan  oharus  odilakukan  oatas  onama  
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oproperti  oberwujud  olainnya.  oJika  opengalihan  opiutang  odiatur  odalam  operjanjian  

opengalihan,  omaka  opiutang  oatas  onama  oini  otunduk  opada  operjanjian  opengalihan.  

oSubjek  operjanjian  oCessie  oadalah  oapa  oyang  oditerima  okreditur,  oseperti  opemilik  

opiutang,  odari  opihak  oketiga,  oseperti  opembeli  opiutang,  odalam  obentuk  openerima  

oini.  oTagihan  oyang  odialihkan  odalam  operjanjian  opengalihan  omemberi  owewenang  

okepada  openerima  opengalihan  ountuk  omenagih  osemua  ojumlah  ouang  oyang  oharus  

odibayarkan  odebitur  okepada  okreditur  osesuai  odengan  operjanjian  opinjaman.  

oDengan  omengadakan  operjanjian  opengalihan,  okreditur  olama  osebagai  opemilik  

opiutang  omemenuhi  okewajibannya  ountuk  omenyerahkan  opiutang  oyang  oditentukan  

odalam  operjanjian  ocessie.  oSekalipun  opengalihan  opiutang  oitu  oterjadi  odari  

okreditur  olama  osebagai  openggugat  okepada  okreditur  obaru,  obila  osetelah  

odibuatnya  operjanjian  openyerahan  oitu  operjanjian  okredit  oyang  omerupakan  osyarat-

syarat  ogugatan  oitu  odibatalkan  ooleh  opengadilan,  omisalnya  ountuk  oaplikasi  

openghentian  opihak  oketiga,  operjanjian  openugasan  otetap  odalam  ohal  oini  oterdiri.  

oNamun  odalam  ohal  oini  odapat  oditentukan  obahwa  okreditur  olama,  oseperti  

openggugat  odinyatakan  omelanggar  operjanjian  ocessie.  oHal  oyang  osama  ojuga  

oberlaku  ojika  osetelah  odibuatnya  operjanjian  ocessie  oternyata  operjanjian  okredit  

oyang  omengakibatkan  opengalihan  opiutang  oyang  odialihkan  obatal  odemi  ohukum  

osehingga  okreditur  obaru  otidak  odapat  omenagih  odebitur  oatas  opiutang  oyang  

odialihkan  ooleh  okreditur  otersebut.  okepadanya  oberdasarkan  operjanjian  ocessie  

otersebut,  okreditur  oLama  oyang  omelakukan  opengalihan  opiutang  ojuga  odapat  

odikatakan  otelah  omelakukan  owanprestasi.  oNamun,  obatalnya  operjanjian  okredit  

otidak  omengakibatkan  obatalnya  operjanjian  ocessie.  oPerjanjian  ocessie  oyang  odibuat  

odengan  osah  omenurut  oketentuan  oPasal  o613  oKUH  oPerdata  odan  ojuga  omemenuhi  

osyarat  osahnya  osuatu  operjanjian  omenurut  oKUH  oPerdata,  otetap  osah  odan  

omengikat  obagi  opara  opihak  oyang  omembuatnya. 

Dalam hal permintaan pembatalan atau pembatalan yudisial dari perjanjian kredit, dapat 

ditetapkan bahwa kreditur lama, seperti penggugat, mengabaikan perjanjian pengalihan yang 

dibuat sebelumnya. Kelalaian kreditur lama selaku pemilik piutang yang dialihkan dalam 

perjanjian pengalihan karena objek yang seharusnya dialihkan kepada kreditur baru dalam 

perjanjian pengalihan tidak sesuai dengan yang seharusnya. Hal ini karena dalam perjanjian 
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pengalihan, pihak yang mengalihkan piutang biasanya menjamin bahwa piutang tersebut 

objek perjanjian.  cessie secara sah memiliki dirinya sendiri, tidak memiliki pihak, tidak 

memiliki hak, bukan merupakan pihak dalam perkara/sengketa dan memberikan ganti rugi 

kepada penerima pengalihan terhadap segala tuntutan atau tindakan oleh pihak manapun 

yang terkait dengan tuntutan yang dialihkan. Dengan demikian, apabila setelah dilakukannya 

perjanjian pengalihan ternyata ada pihak yang menuntut pembatalan perjanjian kredit yang 

menyebabkan batalnya piutang yang dialihkan, maka kreditur lama dapat dijumpai sebagai 

pemilik pengalihan tersebut. Piutang telah melanggar perjanjian penugasan dan bersalah 

karena kelalaian. Namun, jika perjanjian pengalihan dibuat sehubungan dengan penjualan 

tagihan atas nama debitur dan setelah berakhirnya perjanjian pengalihan, debitur dinyatakan 

pailit atau keadaan keuangan debitur memburuk sedemikian rupa sehingga ketiga Jika 

kreditur baru membayar kepada debitur jumlah yang diterimanya dari kreditur lama tidak 

dapat menagih tagihan yang dialihkan, kreditur lama yang mengalihkan tagihan tersebut tidak 

dapat dimintai pertanggungjawaban, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian pengalihan. 

Selama perjanjian pengalihan itu dibuat sesuai dengan ketentuan Pasal 613 KUH Perdata dan 

ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, maka perjanjian pengalihan itu sah hanya jika debitur 

baru adalah pihak penerima pengalihan tidak dapat memenuhi haknya atas piutang ini sesuai 

dengan perjanjian cessie.  

Dari  ouraian  odi  oatas  odapat  odilihat  obahwa  operjanjian  ocessie  obukan  

omerupakan  oaccessoir  odari  operjanjian  okredit.  oAgar  olebih  omudah  odipahami,  

operlu  odipahami  oterlebih  odahulu  oapa  oyang  odimaksud  odengan  oaccessoir  oatau  

operjanjian  oaccessoir.  oSuatu  operjanjian  odisebut  operjanjian  oaccessoir  oatau  

operjanjian  otambahan  ojika  otimbul  okarena  oadanya  operjanjian  opokok.  oPerjanjian  

oaccessoir  oditentukan  odalam  okontrak  oinduk.  oValiditas  operjanjian  opokok  

omempengaruhi  ovaliditas  operjanjian  oaccessoir.  oOleh  okarena  oitu  oterdapat  

ohubungan  odan  oketergantungan  oyang  osangat  oerat  oantara  operjanjian  oaccessoir  

odengan  operjanjian  opokok.  oContoh  operjanjian  oanak  operusahaan  oadalah  

operjanjian  ojaminan  oyang  omengikat.  oKeamanan  oyang  omengikat  osecara  okontrak  

omuncul  odari  operjanjian  okredit.  oPerjanjian  oini  ohanya  oada  ojika  odalam  operjanjian  

okredit  oitu  odiatur  osuatu  operjanjian  opengikatan  ojaminan  oantara  okreditur  odan  

odebitur.  oDengan  odemikian,  operjanjian  opengikatan  oagunan  otidak  odapat  
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odilaksanakan  oapabila  operjanjian  okredit  oyang  omerupakan  operjanjian  opokoknya  

otidak  osah  oatau  ocacat  ohukum.  oBerbeda  odengan  operjanjian  opengikatan  oagunan,  

operjanjian  ocessie  odapat  obersifat  oaccessoir  oatau  onon-accessoir.  oApabila  ogugatan  

oberpindah  odengan  ocara  operalihan  opada  osaat  oterjadinya  operistiwa  ohukum  oyang  

omendahuluinya,  omaka  operjanjian  ocessie  obersifat  oaccessoir.  oSalah  osatu  operistiwa  

ohukum  oyang  odirencanakan  odapat  oberupa  ojual  obeli  oantara  okreditur  odan  opihak  

oketiga.  oDalam  ohal  otransaksi  ojual  obeli  opiutang  oterjadi  osebelum  operjanjian  

opengalihan  opiutang  odibuat  osebagai  odaya  oungkit  osehubungan  odengan  otransaksi  

ojual  obeli,  omaka  operjanjian  opengalihan  oini  oberdiri  osendiri  odengan  operjanjian  

ojual  obeli  opiutang  osebagai  operjanjian  opokok.  oHal  oini  okarena  otransaksi  ojual  

obeli  obelum  omengakibatkan  operpindahan  ohak  omilik.  oOleh  okarena  oitu,  odalam  

ohal  opokok  otransaksi  ojual  obeli  oharus  odiambil  oatas  onama  opemilik,  omaka  

opemindahan  ohak  omilik  odilakukan  odengan  obantuan  oseorang  openerima  ohak. 

Namun, kontrak pengalihan baru dapat bertindak sebagai lampiran kontrak penjualan 

piutang, jika kontrak pengalihan dibuat terpisah dari kontrak penjualan untuk kontrak 

penjualan piutang, yang merupakan kontrak utama. Sebaliknya, jika hal-hal yang berkaitan 

dengan pembelian piutang dan pengalihan piutang dimuat dan/atau diatur dalam satu 

perjanjian yang sama, yaitu perjanjian pengalihan, maka dalam hal ini adalah masalah 

pengalihan dan perjanjian cessie tidak bersifat asesori. 

Pemberian  okredit  otidak  olepas  odari  ojaminan  odebitur  okepada  okreditur.  

oWalaupun  otidak  odiperlukan  oadanya  ojaminan  otersebut,  ountuk  omelindungi  

okepentingan  okreditur,  ountuk  omenjamin  opembayaran  odan/atau  opelunasan  osegala  

outang  oyang  omungkin  odimiliki  odebitur  okepada  okreditur,  odapat  odisepakati  

obahwa  odebitur  otetap  oberdiri  ojaminan  obagi  okreditur.  oOleh  okarena  oitu  

operjanjian  openjaminan  oini  omerupakan  operjanjian  otambahan  oapabila  operjanjian  

okredit  otersebut  omerupakan  operjanjian  opokok.  oKlaim  oberdasarkan  operjanjian  

opinjaman  odapat  odigambarkan  osebagai  omilik  okreditur.  oOleh  okarena  oitu,  

okreditur  osebagai  opemilik  obarang  oberhak  ountuk  omengalihkan  opiutangnya  okepada  

opihak  oketiga  oatas  okebijaksanaannya  oyang  owajar  odan  otanpa  opersetujuan  okedua  

obelah  opihak.  oPengalihan  otagihan  okreditur  odilakukan  osesuai  odengan  oprinsip  

openugasan.  oPengalihan  otagihan  okreditur  okepada  opihak  oketiga  ooleh  openerima  
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opengalihan  otidak  omengakibatkan  oberakhirnya  operjanjian  okredit.  oDalam  ohal  oini,  

operjanjian  obantuan  oyang  omelekat  opada  operjanjian  opinjaman  otetap  oberlaku.  

oPengalihan  ohak  odan  okewajiban  odengan  odemikian  otermasuk  opengalihan  ohak  

odan  okewajiban  okreditur  omenurut  operjanjian  openjaminan  oyang  oterlampir  opada  

operjanjian  okredit  oyang  obersangkutan.  oApabila  otuntutan  opengalihan  otimbul  odari  

operjanjian  okredit  odan  ohal  oitu  odijamin  odengan  ohak  otanggungan,  omaka  opada  

osaat  okreditur  omengalihkan  okredit  odengan  operjanjian  opengalihan  ohak  okreditur  

osebagai  opemilik  ohak  otanggungan  oberalih  okepada  opihak  oketiga  oyang  omenerima  

opengalihan  ocessie. 

Akibat  opengalihan  opiutang,  omaka  ohak  odan  owewenang  okreditur  olama  

oberalih  opula  okepada  okreditur  obaru  omenurut  oasas  opengalihan.  oPengalihan  oini  

ojuga  oberlaku  ountuk  ojaminan  oHak  oTanggungan  osehubungan  odengan  okontrak  

okredit  oyang  omengakibatkan  opengalihan  opiutang.  oDalam  ohal  oHak  oTanggungan  

odiambil  ountuk  omenjamin  outang  odebitur  okepada  okreditur  oberdasarkan  

operjanjian  opinjam  omeminjam,  omaka  opengalihan  oHak  oTanggungan  oini  olebih  

omudah  okarena  otidak  operlu  omelibatkan  obeberapa  opihak.  oSebagai  okreditur  obaru,  

opihak  oketiga  odapat  osegera  omenerima  oakta  oHak  oTanggungan  odan  

omendaftarkan  operalihan  ohak  okreditur  olama  okepada  odirinya  osendiri.  oSituasinya  

oagak  oberbeda  ojika  oobjek  ohak  otanggungan  ojuga  omenjamin  outang-utang  odebitur  

okepada  olebih  odari  osatu  okreditur.  oSehubungan  odengan  opendaftaran  oitu,  

operalihan  ohak  otanggungan  oharus  odilakukan  ountuk  omemperoleh  ohak  oprioritas  

obagi  openerima  ohak  otanggungan.  oPendaftaran  ohak  otanggungan  odilakukan  odi  

okantor  opendaftaran  otanah  oyang  obertanggung  ojawab,  odi  omana  oproperti  oyang  

odigadaikan  oberada  odan  oterdaftar. Untuk mendaftarkan transfer tagihan, kreditur baru 

harus membawa serta dokumen yang terkait dengan transfer akun, yaitu identitas pemindah 

dan pemindah tangan, perjanjian jual beli kredit (jika ada), kontrak alokasi tagihan, dan 

dokumen properti yang seharusnya berada di bawah kendali kreditur lama. Proses yang 

dilakukan dalam pengalihan hak tanggungan terkait dengan pengalihan piutang yang dijamin 

dengan hak tanggungan dilakukan dalam satu proses. Proses tersebut meliputi pendaftaran 

peralihan hak tanggungan, pendaftaran hak milik yang digadaikan dalam pendaftaran tanah 

dan penyalinan, yaitu menyalin catatan akta hak tanggungan dan sertifikat terkait.  
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Pengalihan  opinjaman  ohak  otanggungan  oberlaku  ountuk  oseluruh  oproses  odan  

owajib  ohanya  ountuk  opihak  oketiga  osejak  otanggal  opendaftaran  odalam  odaftar  

otanah.  oPendaftaran  odalam  opendaftaran  otanah  odilakukan  opada  ohari  oketujuh  

osetelah  omenerima  osemua  odokumen  oyang  odiperlukan  ountuk  opendaftaran  

opengalihan  ohak  otanggungan.  oNamun  oapabila  ohari  oketujuh  ojatuh  opada  ohari  

olibur  omaka  opendaftaran  odilakukan  opada  ohari  okerja  oberikutnya.  oKreditur  obaru  

omemberi  otahu  olembaga  onegara  otentang  opengalihan  opiutang.  oLaporan  odan  

opendaftaran  okreditur  obaru  odapat  oberubah.  oHak  otanggungan  omengikat  o/  

oberlaku  ountuk  opihak  oketiga.  oPengalihan  ohak  otanggungan  odari  opengalihan  

opiutang  otidak  oberarti  obahwa  ohak  otanggungan  oyang  olama  odihapus  odan  

odilepaskan  ountuk  odipaksakan  odengan  ohak  otanggungan  obaru  ountuk  okepentingan  

okreditur  obaru.  oHal  oini  odisebabkan  opelepasan  ohak  otanggungan,  oyang  otidak  

odapat  oterjadi  osampai  ohutang  ohak  otanggungan  odilunasi.  oDalam  ohal  oterjadi  

operalihan  ohak  otanggungan  osebagai  oakibat  opengalihan  ohak  otanggungan,  omaka  

ohutang  ohak  otanggungan  otidak  odibayar  odan/atau  otidak  ohangus.  oDengan  okata  

olain,  ohak  otanggungan  odialihkan  odari  opemberi  opinjaman  olama  oke  opemberi  

opinjaman  obaru  odan  ohak  otanggungan  otidak  odilepaskan  oatau  odiserahkan. 

 

KESIMPULAN 

1. Pengalihan  outang  oharus  odilakukan  odengan  oakta  ootentik  opengalihan  ohak  

oatau  omelalui  oakta  onotaris  oyang  odihadiri  ooleh  opejabat  onotaris  osetempat  

odan  opengalihan  odibawah  otangan  omelalui  operjanjian  otertulis  odari  odebitur  

oyang  omemuat  osyarat-syarat  operjanjian  oyang  omudah  odipahami. 

2. Cessie  otidak  omenimbulkan  oakibat  ohukum  obagi  okreditur  oyang  omengalihkan  

outang  odari  okreditur  olama  okepada  okreditur  obaru,  osepanjang  odilakukan  

oberdasarkan  oakta  otertulis  oatau  oakta  odi  obawah  otangan  oyang  odiakui  

odan  oditerima  ooleh  odebitur,  oyang  omemuat  osyarat-syarat  oyang  odapat  

odimengerti  odan  odipahami  ooleh  odebitur. 
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